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Abstrak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuaklalo Kecamatan
Taebenu Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Fokus
penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa,
faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa
dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses pengawasan pengelolaan dana desa. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan,
wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Infor-man dalam penelitian ini terdiri atas kepala desa,
perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga Desa Kuaklalo.
Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penari-kan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di
Desa Kuaklalo telah berjalan, namun tingkat keterlibatannya masih belum optimal. Bentuk partisipasi
masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam Musyawarah Desa (Musdes), penyampaian aspirasi dan usulan
pembangunan, pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, serta pemberian
saran, kritik, dan masukan kepada pemerintah desa. Meski-pun demikian, berbagai bentuk partisipasi tersebut
belum sepenuhnya mampu men-dorong peningkatan keterlibatan masyarakat secara efektif. Berdasarkan
temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dalam pen-gawasan
pengelolaan dana desa masih diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan
edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan transparansi informasi publik, optimalisasi peran
pengawasan Badan Permusya-waratan Desa (BPD), serta pengembangan pola komunikasi yang lebih terbuka,
aktif, dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud
tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akunta-bel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Tata Kelola Pemerin-Tahan yang
Baik (Good Governance).
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PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki
peran penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan
ini bertujuan untuk mem-percepat pembangunan di kawasan pedesaan sekaligus mengurangi
kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Melalui alokasi dana desa, pemerintah berupa-ya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian desa, serta mendorong
pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mem-berikan ruang dan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola berbagai
urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masing-
masing desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan
masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola
dana desa secara efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan
pembangunan desa yang optimal.

Pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya, termasuk pengelolaan keuangan desa.
Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat
sentralistik menjadi lebih desentralistik melalui penguatan otonomi desa dan desentralisasi fiskal.
Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat mempunyai kedudukan yang
sangat penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel,
serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya
diwujudkan melalui keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi
juga mencakup kontribusi berupa gagasan, pandangan, sikap, serta tanggung jawab warga dalam
setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan penggunaannya. Keterlibatan masyarakat yang aktif menjadi faktor penting dalam
menjaga legitimasi sosial kebijakan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan
dana desa (Waruwu, Revida, & Amin, 2023).

Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan
masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa masih tergolong rendah, termasuk di sejumlah
wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh
masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan tata kelola keuangan desa,
sehingga partisipasi dalam proses pengawasan belum berjalan secara optimal terbatasnya akses
terhadap informasi publik, serta kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban warga dalam proses
pembangunan menyebabkan masyarakat belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara
optimal. Akibatnya, mekanisme kontrol sosial yang berbasis partisipasi masyarakat belum berjalan
secara efektif (Matadou, 2022).

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
Sebagian besar masyarakat masih memandang diri sebagai penerima manfaat pembangunan semata
dan belum sepenuhnya berperan sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Padahal, dalam sistem pemerintahan desa yang
demokratis, masyarakat memegang peranan penting sebagai kontrol sosial yang berfungsi
mengawasi agar pemanfaatan dana desa dilakukan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu penyebab rendahnya
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah terbatasnya pemahaman
mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut
Tumbel (2017), kurang optimalnya sosialisasi serta rendahnya transparansi informasi terkait
pengelolaan keuangan desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai
untuk melakukan pengawasan secara kritis, objektif, dan konstruktif terhadap penggunaan dana desa.
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Selain faktor administratif, dimensi sosial-budaya turut memengaruhi pola partisipasi
masyarakat. Budaya paternalistik yang masih mengakar kuat di sebagian besar wilayah pedesaan
Indonesia Timur, termasuk Kabupaten Kupang, menempatkan kepala desa dan aparatnya sebagai
figur yang memiliki otoritas tinggi. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini menyebabkan masyarakat
enggan menyampaikan kritik atau mempertanyakan kebijakan pemerintah desa karena takut
dianggap melawan otoritas (Bahtiar, 2017). Padahal, pengawasan publik yang efek-tif terbukti
mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa. Syamsi (2015) menyatakan
bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat meminimalkan potensi penyimpangan
serta memperkuat akuntabilitas peme-rintah desa. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat
bergantung pada keter-bukaan informasi dan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek teknis
pengelo-laan anggaran.

Pada tingkat nasional, penyalahgunaan dana desa masih menjadi permasalahan yang menjadi
isu yang perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat
sejumlah kasus dugaan penyimpangan dan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan formal yang telah tersedia masih menghadapi
berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai
pengawas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan,
sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan
berlandaskan prinsip integritas.

Fahik dan Suprojo (2019) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan
dana desa memiliki dimensi ganda, yakni sebagai mekanisme kontrol sosial dan sebagai proses
pembelajaran demokrasi. Melalui keterlibatan dalam pengawasan, masyarakat tidak hanya
mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap hak dan
tanggung jawabnya dalam pembangunan desa.

Walaupun demikian, masih ditemukan kesenjangan yang cukup mencolok antara konsep
partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam kebijakan publik dengan implementasinya di tingkat
lapangan. Hasil penelitian Putra dan Priyadi (2019) menunjukkan bahwa berbagai wadah partisipasi
yang disediakan sering kali hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tanpa
memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk berperan secara nyata dalam
memengaruhi pengambilan keputusan maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program pembangunan desa.

Faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi. Yuliandari dan Wulandari (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik
menyebabkan masyarakat memilih untuk bersikap pasif, karena merasa pengawasan yang dilakukan
tidak akan membawa perubahan signifikan. Akibatnya, akuntabilitas publik menjadi sangat
bergantung pada integri-tas individu aparat desa.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penelitian yang kon-tekstual dan sensitif
terhadap karakteristik sosial masyarakat lokal. Kabupaten Kupang memiliki struktur sosial yang kuat
berbasis komunitas adat dan hubungan kekerabatan. Solidaritas sosial yang tinggi sering kali menjadi
kekuatan sosial, na-mun pada saat yang sama dapat menjadi penghambat kritik terbuka terhadap
peme-rintah desa.

Kemajuan teknologi informasi pada dasarnya membuka peluang yang lebih luas untuk
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeu-des) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan
desa yang lebih akurat, akuntabel, dan transparan melalui penyediaan data keuangan yang te-
rintegrasi. Namun demikian, penerapan Siskeudes di berbagai desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur
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masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Kondisi
tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih
rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif
sumber daya manusia yang tersedia (Ridwan & Santosa, 2023).

Tantangan literasi digital dan akses informasi menjadi hambatan serius da-lam mendorong
pengawasan berbasis data. Umaira dan Adnan (2019) mencatat bahwa keterbatasan akses internet
serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami laporan keuangan menyebabkan
pengawasan masyarakat cenderung bersifat informal dan tidak sistematis.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, interaksi antara faktor budaya, geografis, dan administratif
membentuk dinamika partisipasi masyarakat yang kompleks. Par-tisipasi masyarakat dalam
pengawasan hanya dapat berkembang apabila terdapat meningkatnya sense of ownership masyarakat
terhadap pelaksanaan pembangunan desa disertai keyakinan bahwa suara dan kebutuhan mereka
diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, lembaga-lembaga lokal, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
memiliki posisi strategis dalam mendukung proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa,
tokoh adat, serta tokoh masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Lembaga-lembaga tersebut
memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara
pemerintah desa dan masyarakat (Rakhmawati, Sriningsih, & Suhaedi, 2020).

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bentuk dan pola Kketerlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dana desa, terutama dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan budaya yang
berkembang di Desa Kuaklalo. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap
pengalaman, pandangan, serta interpretasi masyarakat mengenai praktik transparansi dan akun-
tabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap
pengembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya
dalam konteks wilayah non-industri dengan karakter masyarakat yang beragam secara sosial dan
budaya seperti di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas
pemahaman mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, serta dina-mika kekuasaan
dalam penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang melibat-kan partisipasi masyarakat di tingkat
lokal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pe-merintah Kabupaten
Kupang dalam menyusun kebijakan dan strategi yang bertu-juan memperkuat keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
dalam merancang pola sosialisasi dan pendidikan publik mengenai transparansi pengelolaan
keuangan desa yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan nilai-nilai kearifan lokal
masya-rakat.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemaha-man yang menyeluruh
mengenai bentuk, faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo. Pemahaman tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi ter-ciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terbuka,
bertanggung ja-wab, melibatkan masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-interpretatif yang bertujuan untuk
memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena keterlibatan masyarakat dalam
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu,
Kabupaten Kupang. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan serta menafsirkan secara
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komprehensif berbagai bentuk partisipasi masyarakat, proses pengawasan, dan faktor-faktor yang
memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa
Kuaklalo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kuaklalo, Keca-matan Taebenu,
Kabupaten Kupang, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana
Desa telah dilaksanakan, namun masih belum berjalan secara maksimal dan merata. Masyarakat
telah diberikan ruang untuk terlibat dalam beberapa tahapan pengelolaan Dana Desa, terutama pada
tahap perencanaan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut ma-sih cenderung terbatas
pada kelompok atau perwakilan tertentu dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif dari
seluruh elemen masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang tersedia
belum sepenuhnya mampu mendorong Kketerlibatan masyarakat secara luas dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang kepada
masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam Musdes. Pemerintah desa juga melibatkan
tokoh adat, tokoh agama, karang taruna, PKK, dan perwakilan dusun dalam pembahasan program
pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah desa telah
berupaya menerapkan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.
Penyediaan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) menjadi
salah satu bentuk pelaksanaan prinsip demokratis dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara umum dalam
kegiatan Musdes masih belum optimal. Partisipasi dalam forum tersebut masih lebih banyak
didominasi oleh tokoh masyarakat, pe-rangkat desa, serta individu yang memiliki pengaruh sosial di
lingkungan de-sa. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih cenderung pasif dan be-lum
banyak berperan dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun terlibat dalam
pembahasan terkait perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kuaklalo masih
berada pada kategori partisipasi simbolik, yaitu masya-rakat telah diberikan kesempatan untuk
terlibat dalam proses pemerintahan desa, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Dengan
demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas dan kebe-ranian masyarakat agar dapat
berpartisipasi secara lebih aktif dan substantif dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat
dikategorikan sebagai bentuk partisipasi pada tingkat tokenism, yaitu kondisi ketika masyarakat telah
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam forum musyawarah desa,
namun belum memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan maupun arah kebijakan
pembangunan desa.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil wawancara masyarakat yang menyatakan bahwa usulan
masyarakat tidak selalu direalisasikan oleh pemerintah desa. Salah satu masyarakat menyampaikan
bahwa dirinya pernah mengusulkan pembangunan jalan gang dalam Musdes, tetapi hingga sekarang
belum dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya
menghasilkan pengaruh langsung terhadap kebijakan pembangunan desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana
Desa masih lebih banyak dilakukan secara informal dibandingkan formal. Sebagian masyarakat
mengaku hanya melihat langsung kondisi proyek pembangunan ketika melewati lokasi
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pembangunan. Jika terdapat kerusakan atau kualitas pekerjaan yang dianggap kurang baik,
masyarakat biasanya hanya membicarakannya secara informal di lingkungan sekitar atau
menyampaikan kepada ketua RT.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat masih
sebatas pengawasan sosial dan belum berkembang menjadi mekanisme pengawasan administratif
yang terstruktur. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki keberanian maupun kapasitas untuk
meminta dokumen laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa secara resmi kepada
pemerintah desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Kuaklalo masih memahami
pengawasan Dana Desa sebagai tugas utama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), bukan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Akibatnya, keterlibatan
masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan dan pengelolaan Dana Desa belum dapat
berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Kuaklalo le-bih banyak terlihat pada
tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahap perencanaan, masyarakat
berpartisipasi melalui forum Mus-yawarah Desa (Musdes) dengan menyampaikan berbagai usulan
terkait kebu-tuhan pembangunan desa. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, masyarakat turut
melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dan pengawasan masih relatif
terbatas. Keterlibatan warga dalam menilai pemanfaatan anggaran serta mengawasi aspek
administratif pengelolaan Dana Desa belum menunjukkan peran yang signifikan. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa sistem pengawasan partisipatif di Desa Kuaklalo belum berfungsi secara
optimal. Proses pengawasan masih didominasi oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), sementara masyarakat pada umumnya lebih berperan sebagai pihak yang menerima
manfaat dari pelaksanaan program pembangunan dibandingkan sebagai pengawas yang aktif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Waruwu et al. (2023),
yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di berbagai
daerah pedesaan di Indonesia masih didominasi oleh keterlibatan yang bersifat pasif dan simbolis.
Pada umumnya, masyarakat lebih banyak memberikan respons berupa kritik atau masukan ketika
muncul permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan masih tergolong rendah, sehingga
fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penelitian Yuliandari et al. (2022) juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan Dana Desa lebih dominan pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap
pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa serta keterbatasan akses ter-hadap
informasi mengenai anggaran dan pelaporan Dana Desa.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, faktor sosial budaya masyarakat juga memiliki pengaruh
terhadap pola partisipasi dalam pengawasan Dana Desa. Hubungan kekeluargaan yang masih kuat
serta adanya rasa hormat terhadap aparat desa menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan
untuk men-yampaikan kritik atau evaluasi secara terbuka terhadap pemerintah desa.

Masyarakat merasa bahwa mengkritik pemerintah desa dapat menimbulkan konflik sosial atau
dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih
diam atau hanya membicarakan ketidakpuasan mereka secara informal di lingkungan sosial sehari-
hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih cukup kuat dalam kehidupan
masyarakat Desa Kuaklalo. Budaya paternalistik merupakan pola hubungan sosial yang
menempatkan pemimpin sebagai figur yang dihormati sehingga masyarakat cenderung enggan
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menyampaikan kritik secara terbuka.

Budaya paternalistik menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keterlibatan masyarakat
dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya di lingkungan
masyarakat pedesaan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung menyerahkan tanggung jawab
pengawasan kepada pemerintah desa maupun tokoh masyarakat karena adanya rasa segan,
penghormatan yang tinggi, serta ketergantungan sosial terhadap aparatur desa (Fahik & Suprojo,
2018).

Selain faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga memengaruhi kualitas
partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Sebagian besar masyarakat mengaku tidak
memahami isi APBDes dan mekanisme penggunaan dana desa. Masyarakat hanya mengetahui
program pembangunan secara umum tanpa memahami rincian anggaran dan proses pelaksanaannya.

Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara teknis
terhadap pembangunan desa. Pengawasan masyarakat akhirnya hanya terbatas pada penilaian fisik
proyek, misalnya apakah jalan yang dibangun sudah bagus atau belum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi yang dilakukan pemerintah desa
belum sepenuhnya efektif. Pemerintah desa memang telah memasang baliho APBDes dan papan
informasi desa, tetapi informasi tersebut belum mampu dipahami secara baik oleh masyarakat.

Dalam perspektif good governance, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai upaya
pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup kemampuan
masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan publik.

Menurut UNDP (2021), penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang
baik perlu didukung oleh penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh
masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang efektif, masyarakat akan lebih mampu
berperan aktif dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo telah tersedia dan mulai berjalan, namun
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan
pemahaman masyarakat, pengaruh budaya dan hubungan sosial, serta belum optimalnya
penyampaian informasi publik oleh pemerintah desa sehingga keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan belum sepenuhnya maksimal.

B. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan
partisipasi publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, peran pengawasan masyarakat diperlukan
untuk memastikan bahwa pemanfaatan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas masyarakat serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa masya-rakat telah melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara
maksimal. Bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat lebih banyak bersifat informal, seperti
memberi-kan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan kritik atau masukan
apabila ditemukan permasalahan, sementara mekanisme pen-gawasan yang bersifat administratif dan
terstruktur masih belum berkembang secara optima

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat
umumnya berupa pengamatan langsung terhadap proyek pembangunan desa. Masyarakat biasanya
melihat kondisi pembangunan jalan, fasilitas umum, atau kegiatan desa lainnya ketika melewati
lokasi proyek. Apabila ditemukan kerusakan atau kualitas pembangunan yang dianggap kurang baik,
masyarakat akan menyampaikan kritik melalui pembicaraan informal atau melapor kepada ketua RT

44



Sakau. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang.

dan tokoh masyarakat.
Salah satu masyarakat menyatakan:

“Kalau lewat depan proyek ya dilihat, kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya diomongin di
warung.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat masih
bersifat sederhana dan belum dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan publik yang formal dan
terstruktur. Masyarakat belum memiliki kebiasaan untuk meminta atau meninjau laporan
pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa secara langsung kepada pemerintah desa.

Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami sepenuhnya bahwa mereka memiliki
hak untuk memperoleh informasi serta melakukan kontrol terhadap proses pengelolaan Dana Desa.
Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan masyarakat masih terbatas pada pemantauan
terhadap aspek fisik pembangunan, seperti melihat hasil pekerjaan di lapangan, sementara aspek
administratif dan pengelolaan keuangan desa belum menjadi bagian dari perhatian utama
masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo masih bersifat
pasif dan reaktif. Masyarakat biasanya baru memberikan kritik ketika menemukan masalah dalam
pembangunan desa, seperti jalan yang cepat rusak atau proyek yang dianggap tidak sesuai harapan
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
diketahui bahwa proses pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih dominan
dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, serta tokoh masyarakat dibandingkan dengan keterlibatan
masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaannya, BPD memiliki peran dalam mengikuti forum
Musyawarah Desa (Musdes), memberikan persetujuan melalui penandatanganan APBDes, serta
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan desa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD juga
masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu informan menyatakan bahwa:

“BPD kadang tidak dapat laporan tepat waktu, SDM BPD juga terbatas soal teknis.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPD dalam melakukan
pengawasan masih belum maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis
menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara efektif.

Selain itu, kedekatan hubungan sosial antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), dan masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan serta efektivitas pengawasan terhadap
pengelolaan Dana Desa. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, kritik
terhadap pemerintah desa sering dianggap sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Akibatnya, masyarakat maupun tokoh masyarakat cenderung berhati-hati dalam menyampaikan
kritik terhadap pengelolaan dana desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo masih
dipengaruhi oleh budaya sosial yang paternalistik. Budaya paternalistik menyebabkan masyarakat
lebih menghormati aparat desa dan menyerahkan urusan pengawasan kepada elite desa dan tokoh
masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai
mekanisme pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu kendala yang menghambat
efektivitas pengawasan terhadap Dana Desa. Sebagian masyarakat mengaku tidak memahami isi
APBDes maupun dokumen anggaran desa sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengawasi
penggunaan dana desa secara detail.

Aparat desa menyatakan:
“Masyarakat kurang paham RAB jadi sulit mengawasi teknis.”
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Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan literasi administrasi masyarakat menyebabkan
pengawasan masyarakat hanya terfokus pada hasil pembangunan fisik dan belum menyentuh aspek
administrasi keuangan desa.

Rendahnya literasi administrasi dan kemampuan masyarakat dalam memahami laporan
keuangan desa menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan partisipatif di tingkat desa
(Pratiwi & Dewi, 2021).

Dalam perspektif good governance, pengawasan masyarakat merupakan salah satu elemen
penting dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel,
dan responsif. Peran pengawasan masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap
pemanfaatan anggaran publik, sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Meskipun pemerintah desa telah
menyediakan akses informasi mengenai pengelolaan Dana Desa melalui media seperti baliho
APBDes dan forum Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat masih belum sepenuhnya mampu
memahami dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk terlibat secara aktif dalam
kegiatan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi saja belum cukup
untuk mewujudkan pengawasan masyarakat yang efektif. Transparansi perlu disertai dengan upaya
peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam memahami hak, kewajiban, serta peran mereka
sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat masih memiliki karakteristik tertentu yang perlu diperkuat agar dapat memberikan
kontribusi yang lebih optimal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Masyarakat di Desa Kuaklalo masih lebih dominan berupa pengawasan sosial dibandingkan
pengawasan administratif. Pengawasan sosial dilakukan melalui penyampaian kritik secara informal,
diskusi antarwarga, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Sementara
itu, pengawasan administratif yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen, laporan keuangan, dan
pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa masih lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah
desa, BPD, serta lembaga pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa posisi masyarakat dalam sistem pengawasan
pengelolaan Dana Desa masih belum optimal. Peran masyarakat lebih dominan sebagai penerima
manfaat dari hasil pembangunan desa daripada sebagai pihak yang melakukan kontrol terhadap
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun masyarakat turut mengamati hasil
pembangunan serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program desa, keterlibatan mereka
dalam mengevaluasi penggunaan anggaran dan mengawasi aspek administratif pengelolaan Dana
Desa masih tergolong rendah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Waruwu et al. yang menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah pedesaan Indonesia
masih cenderung pasif dan belum terorganisasi secara sistematis. Kegiatan pengawasan oleh
masyarakat umumnya baru muncul ketika terdapat permasalahan atau indikasi penyimpangan dalam
pelaksanaan pembangunan desa, sehingga fungsi pengawasan yang bersifat preventif belum berjalan
secara maksimal.

Sejalan dengan itu, penelitian Pramuktisari & Yuliatmojo menunjukkan bahwa keberhasilan
pengawasan terhadap dana desa sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai
tata kelola pemerintahan desa serta sejauh mana pemerintah desa menyediakan akses terhadap
informasi publik secara terbuka.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan masyarakat
terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah terlaksana, tetapi masih belum mencapai
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tingkat optimal. Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain
keterbatasan pemahaman masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, belum maksimalnya peran dan
kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak
dan perannya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diperlukan
berbagai langkah strategis seperti peningkatan literasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan
BPD, penyebarluasan pemahaman mengenai hak masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta
pengembangan budaya partisipasi yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, pengawasan
masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat berlangsung secara lebih efektif, akuntabel, dan
demokratis.

C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur yang sangat penting da-lam penyelenggaraan
pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa. Transparansi mengacu pada keterbukaan
pemerintah desa dalam men-yampaikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan,
pelaksanaan, dan penggunaan dana desa. Sementara itu, akuntabilitas menunjukkan ke-wajiban
pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ang-garan secara administratif
maupun kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa peme-rintah desa telah
berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Upaya tersebut diwujudkan
melalui berbagai media dan kegiatan, seperti pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) di depan kantor desa, penyampaian informasi pada forum Musya-warah Desa
(Musdes), penyediaan papan informasi desa, serta penyebaran in-formasi melalui grup WhatsApp
tingkat RT. Dengan berbagai sarana tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi
yang lebih mudah dan terbuka mengenai pengelolaan dana desa.

Aparat desa menyatakan:
“Sudah sesuai aturan, baliho dipasang dan laporan ada.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah
menjalankan kewajiban transparansi sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana desa. Pemerintah
desa telah membuka akses informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan serta
pemanfaatan anggaran desa telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang
tersedia.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi
tersebut masih belum optimal. Sebagian warga menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui
gambaran umum penggunaan dana desa, Ssementara rincian anggaran serta mekanisme
pengelolaannya belum sepenuhnya dipahami.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Tahu garis besarnya saja, seperti buat bangun jalan atau jembatan. Tapi detail anggarannya

berapa, nggak tahu.”
Masyarakat lainnya juga menyatakan:
“Dibilang terbuka ya terbuka, buktinya ada baliho. Tapi kami nggak ngerti isinya.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa
masih lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif daripada aspek substantif.
Meskipun informasi telah disediakan dan disampaikan kepada masyarakat, informasi tersebut be-lum
sepenuhnya dapat dipahami secara jelas oleh warga. Kondisi ini men-yebabkan masyarakat belum
mampu memanfaatkan informasi yang tersedia sebagai sarana untuk melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan dana de-sa. Dalam konsep good governance, transparansi tidak hanya dimaknai
seba-gai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses,
dipahami, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat kontrol sosial terhadap kinerja
pemerintah desa.

47



Sakau. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang.

Kondisi di Desa Kuaklalo menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya
menghasilkan partisipasi masyarakat yang aktif. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap dokumen administrasi dan istilah-istilah dalam laporan keuangan desa.

Sebagian warga menyatakan bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai
mengenai isi APBDes maupun tata cara pengelolaan dana desa. Pada umumnya, masyarakat hanya
mengetahui bahwa dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberian
bantuan sosial, dan berbagai program desa lainnya. Namun, mereka belum memahami secara rinci
alokasi anggaran serta detail penggunaannya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Akibatnya, pengawasan masyarakat terhadap dana desa menjadi terbatas dan hanya berfokus
pada hasil pembangunan fisik. Masyarakat belum mampu melakukan pengawasan administratif
terhadap penggunaan anggaran desa.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana
desa di Desa Kuaklalo masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan
dengan bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Pihak BPD dan aparatur desa
menjelaskan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa telah disusun serta disampaikan kepada
pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah desa telah menjalankan kewajiban administratif dalam proses pengelolaan dana
desa. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat
dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa masih tergolong rendah. Beberapa
masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh akses langsung terhadap laporan
pertanggungjawaban maupun informasi yang lebih mendetail terkait pemanfaatan anggaran desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat belum
berjalan secara maksimal. Pemerintah desa lebih fokus pada pertanggungjawaban administratif
kepada pemerintah di atasnya dibandingkan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat desa.
Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan
administrasi kepada pemerintah, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan sosial kepada
masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, akuntabilitas sosial belum berjalan secara optimal karena
masyarakat belum memiliki posisi yang kuat dalam proses evaluasi penggunaan dana desa.
Masyarakat masih diposisikan sebagai penerima informasi dan penerima manfaat pembangunan,
bukan sebagai pengontrol kebijakan publik. Selain itu, hubungan sosial dan budaya masyarakat desa
juga memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas publik. Budaya menghormati aparat desa menyebabkan
masyarakat cenderung pasif dan enggan mempertanyakan penggunaan dana desa secara terbuka.

Masyarakat merasa bahwa mempertanyakan penggunaan dana desa dapat dianggap sebagai
bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih diam
meskipun memiliki ketidakpuasan terhadap hasil tersebut menggambarkan bahwa penerapan
akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di Desa Kuaklalo masih dipengaruhi oleh budaya
paternalistik yang menempatkan aparat desa sebagai figur yang dihormati dan jarang dikritik secara
terbuka. Menurut Rakhmawati et al., (2020), budaya sosial berbasis kekerabatan dalam masyarakat
desa sering kali memengaruhi efektivitas pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah desa.

Selain itu, keterbatasan pendidikan masyarakat juga memengaruhi kualitas akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa
menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak mereka untuk meminta informasi dan melakukan
pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Padahal, berdasarkan prinsip good governance,
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik karena
dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
desa.
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Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas oleh
pemerintah desa belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan masyarakat secara optimal.
Sebagian warga masih beranggapan bahwa aspirasi yang disampaikan belum selalu diwujudkan
dalam bentuk program atau kegiatan nyata, sehingga menyebabkan munculnya sikap kurang peduli
terhadap proses pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas
pada kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga
mencakup kemampuan dalam menanggapi, menindaklanjuti, serta memenuhi harapan dan kebutuhan
masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah terlaksana dari sisi administratif, namun
pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan dampak sosial yang maksimal. Pemerintah desa
telah berupaya menyediakan informasi serta laporan terkait penggunaan dana desa, tetapi masih
terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut dan rendahnya
keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan maupun evaluasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya
peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi mengenai pengelolaan dana desa, penyajian
informasi publik yang lebih mudah dipahami, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan
masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
desa dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan demokratis.

D. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana
Desa di Desa Kuaklalo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa keterlibatan
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih belum berjalan
secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai kendala. Faktor penghambat tersebut meliputi
faktor internal yang berasal dari kondisi dan karakteristik masyarakat, serta faktor eksternal yang
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, kondisi sosial budaya, tingkat pemahaman dan
pendidikan masyarakat, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah desa dengan warga. Berbagai
faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
pengawasan penggunaan dana desa.

Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
dana desa belum berjalan secara optimal. Masyarakat memang telah diberikan ruang untuk hadir
dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa,
namun keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengawasan serta proses evaluasi
terhadap pembangunan desa masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Salah satu penyebab
utama yang menghambat peningkatan partisipasi masyarakat adalah keterbatasan tingkat pendidikan
dan minimnya pemahaman terkait mekanisme pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum memahami secara jelas
isi dokumen APBDes, tata cara pemanfaatan anggaran desa, maupun mekanisme yang dapat
digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Aparat desa menyatakan:
“Masyarakat kurang paham RAB jadi sulit mengawasi teknis.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat menyebabkan
pengawasan yang dilakukan masyarakat hanya bersifat umum dan tidak menyentuh aspek teknis
pengelolaan anggaran desa. Masyarakat hanya mampu menilai hasil pembangunan secara fisik tanpa
memahami kesesuaian antara penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan literasi administrasi masyarakat menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan secara partisipatif di Desa Kuaklalo.
Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami berbagai dokumen administrasi desa,
sehingga proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa lebih banyak dilakukan oleh
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pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai sistem pengelolaan keuangan desa menjadi kendala penting dalam mewujudkan
pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan efektif. Masyarakat yang belum memiliki
pengetahuan yang memadai terkait tata kelola keuangan desa cenderung menyerahkan seluruh proses
pengawasan kepada aparatur pemerintah desa (Pratiwi & Dewi, 2021). Selain faktor pendidikan,
aspek ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa pengawasan dana desa. Sebagian besar
masyarakat Desa Kuaklalo bekerja sebagai petani dan buruh harian sehingga lebih fokus pada
aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan mengikuti kegiatan
pemerintahan desa.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Saya nggak sempat karena kerja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama masyarakat
jarang menghadiri Musdes maupun kegiatan pengawasan desa lainnya. Kesibukan ekonomi
masyarakat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi rendah.
Akibatnya, kegiatan Musdes dan forum pengawasan desa lebih banyak dihadiri oleh tokoh
masyarakat, aparat desa, dan warga tertentu yang memiliki waktu luang. Kondisi tersebut
menyebabkan keterwakilan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa
masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan menjadi salah
satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan
desa. Masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi cenderung lebih memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengikuti berbagai kegiatan desa, termasuk forum
musyawarah maupun proses pengawasan pembangunan memiliki beban ekonomi tinggi cenderung
kurang aktif dalam kegiatan sosial dan pemerintahan karena lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan
ekonomi keluarga (Matadou, 2022).

Selain faktor ekonomi, budaya sosial masyarakat juga menjadi faktor penghambat keterlibatan
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat masih menunjukkan tingkat partisipasi
yang belum optimal dalam proses pengawasan penggunaan dana desa.

Desa Kuaklalo masih memiliki budaya menghormati aparat desa dan tokoh masyarakat secara
tinggi. Budaya tersebut menyebabkan masyarakat merasa sungkan untuk menyampaikan Kritik
secara terbuka terhadap pemerintah desa. Masyarakat khawatir bahwa Kritik terhadap pemerintah
desa dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan atau sikap tidak menghormati aparat desa.

Salah satu masyarakat menyatakan:
“Takut dibilang terlalu ikut campur.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih cukup kuat dalam
kehidupan sosial masyarakat Desa Kuaklalo. Budaya paternalistik merupakan pola hubungan sosial
yang menempatkan pemimpin sebagai figur yang dihormati dan jarang dikritik secara terbuka oleh
masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menyampaikan ketidakpuasan secara informal
melalui percakapan sehari-hari dibandingkan menyampaikan kritik secara langsung kepada
pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa belum berjalan secara kritis dan independen. Pengawasan masyarakat masih cenderung pasif
dan hanya muncul ketika terdapat masalah yang dianggap merugikan masyarakat secara langsung.

Selain faktor budaya sosial, keterbatasan penyampaian informasi yang transparan dan mudah
dipahami oleh masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi warga.
Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi melalui pemasangan baliho APBDes serta
papan informasi desa, namun sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami isi
dan makna dari informasi yang disampaikan tersebut.
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Masyarakat menyatakan:
“Dibilang terbuka ya terbuka, tapi kami nggak ngerti isinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah
desa masih bersifat administratif dan belum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai pengelolaan dana desa. Informasi anggaran yang disampaikan pemerintah desa umumnya
masih menggunakan istilah administrasi dan rincian anggaran yang sulit dipahami masyarakat
umum. Akibatnya, masyarakat hanya mengetahui program pembangunan secara umum tanpa
memahami rincian penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat
mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa secara
mendalam. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa turut menjadi faktor
yang memengaruhi keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana
desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa bahwa aspirasi,
masukan, maupun kritik yang mereka sampaikan belum sepenuhnya mendapatkan respons dan
tindak lanjut dari pemerintah desa. Kondisi tersebut dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pembangunan desa.

Salah satu masyarakat menyatakan bahwa dirinya pernah mengusulkan pembangunan jalan
gang dalam Musdes, tetapi hingga sekarang belum direalisasikan. Kondisi tersebut menyebabkan
sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap proses pembangunan desa. Masyarakat merasa bahwa
keterlibatan mereka tidak memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan pemerintah desa.
Akibatnya, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk mengikuti Musdes maupun Kkegiatan
pengawasan desa lainnya. Masyarakat hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan desa
ketika terdapat masalah yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Selain faktor
masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi salah satu hambatan dalam
pengawasan dana desa di Desa Kuaklalo. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BPD masih
menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis dalam melakukan
pengawasan pengelolaan dana desa.

Informan menyatakan:
“BPD kadang tidak dapat laporan tepat waktu, SDM BPD juga terbatas soal teknis.”

Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD belum berjalan secara
maksimal. Padahal, BPD memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan dalam pemerintahan
desa. Efektifitas pengawasan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan BPD serta
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengawasan terhadap pembangunan desa
(Waruwu et al., 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo tidak hanya
disebabkan oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Faktor-faktor tersebut
meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, tuntutan ekonomi yang
menyebabkan keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan desa, adanya budaya paternalistik
yang masih memengaruhi pola hubungan masyarakat dengan pemerintah desa, kurangnya
pemahaman terhadap informasi publik, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa, serta keterbatasan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menjalankan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui peningkatan
literasi dan pemahaman masyarakat agar mampu terlibat secara lebih aktif dalam sosialisasi
pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas BPD, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta
pembangunan budaya partisipatif agar masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan
pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo.
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E. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan
Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa me-rupakan salah satu unsur
penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan
akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang
partisipasi masyara-kat serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pem-
bangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, ditemukan bahwa pemerintah desa telah
melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan parti-sipasi masyarakat dalam pengawasan
pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa
(Musdes), penyediaan informasi publik, pelibatan tokoh masyarakat, serta pembangunan komunikasi
antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah desa adalah melibatkan
masyarakat dalam Musyawarah Desa. Musdes men-jadi forum utama bagi masyarakat untuk
menyampaikan usulan, Kkritik, mau-pun aspirasi terkait penggunaan dana desa dan pembangunan
desa.

Aparat desa menyatakan:

“Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui pelaksanaan Musyawarah Desa
(Musdes), yang melibatkan berbagai unsur seperti perwakilan dari setiap dusun, tokoh adat, tokoh
agama, anggota PKK, serta pemuda yang tergabung dalam karang taruna. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Keterlibatan berbagai
kelompok masyarakat tersebut menggambarkan adanya komitmen pemerintah desa dalam
mendorong terciptanya pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Musyawarah Desa memi-liki peran penting
sebagai media komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Melalui forum
tersebut, masyarakat dapat mempero-leh informasi mengenai rencana dan program pembangunan
desa, sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta berbagai per-soalan
yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisi-pasi masyarakat dalam
pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) masih be-lum mencapai tingkat yang optimal. Keterlibatan
dalam forum tersebut masih lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu,
sementara se-bagian warga lainnya belum aktif berpartisipasi karena dipengaruhi oleh kesi-bukan
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun rendahnya Kketertarikan terhadap kegiatan
pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan
wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tingkat keterlibatan warga masih dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berasal dari kondisi dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selain melalui Musyawarah Desa, pemerintah desa juga melakukan upaya untuk meningkatkan
keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan berbagai bentuk informasi publik.
Penyampaian informasi ter-sebut dilakukan melalui pemasangan baliho APBDes, penyediaan papan
in-formasi desa, serta pemanfaatan grup WhatsApp tingkat RT sebagai media komunikasi antara
pemerintah desa dan masyarakat.

Aparat desa menyatakan:

“Lewat baliho APBDes di depan kantor desa, ditempel di papan informasi, dan disampaikan
saat Musdes.”

Penyampaian informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam
menerapkan prinsip keterbukaan pada proses pengelolaan dana desa. Pemerintah desa berusaha
memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai
program pembangunan serta pemanfaatan anggaran desa. Dalam konsep tata kelola pemerintahan
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yang baik (good governance), transparansi menjadi salah satu aspek utama yang mendukung
terciptanya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses penggunaan
anggaran publik sehingga dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik bertujuan untuk memberikan akses informasi
kepada masyarakat agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah serta melakukan pengawasan
terhadap penggunaan anggaran publik (Mardiasmo, 2018).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang
dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagian
masyarakat mengaku belum memahami isi APBDes maupun rincian penggunaan dana desa karena
informasi yang diberikan masih menggunakan istilah administrasi yang sulit dipahami masyarakat
umum. Akibatnya, masyarakat hanya mengetahui pembangunan secara umum tanpa memahami
mekanisme penggunaan anggaran desa. Hal tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat masih
terbatas pada pengamatan fisik pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup hanya
dilakukan melalui penyediaan informasi publik, tetapi juga memerlukan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai tata kelola dana desa. Selain menyediakan informasi publik,
pemerintah desa juga berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kepala dusun,
ketua RT, Selain itu, tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung
penyampaian informasi pembangunan desa. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara
pemerintah desa dengan warga, terutama dalam menyampaikan berbagai informasi terkait program
pembangunan, kebijakan desa, serta kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat lebih sering menyampaikan Kritik,
saran, maupun keluhan melalui ketua RT dan tokoh masyarakat daripada menyampaikannya secara
langsung kepada pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi di lingkungan
masyarakat desa masih dipengaruhi oleh struktur sosial, kedekatan hubungan antarwarga, serta ikatan
kekeluargaan yang kuat. Tokoh masyarakat dinilai lebih mudah dijangkau dan memiliki kedekatan
emosional dengan warga dibandingkan dengan aparatur pemerintah desa.

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat karena dapat menjadi perantara komunikasi yang menghubungkan pemerintah desa
dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun aspirasi warga (Rakhmawati et al.,
2020). Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terlalu
dekat antara tokoh masyarakat dan aparat desa terkadang memengaruhi efektivitas pengawasan
masyarakat. Sebagian tokoh masyarakat merasa sungkan menyampaikan kritik secara terbuka
terhadap pemerintah desa karena adanya hubungan sosial dan budaya yang kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya partisipatif yang Kkritis dan
terbuka masih menjadi tantangan dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo. Selain
itu, pemerintah desa juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan
program-program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan data penelitian, Dana Desa di Desa Kuaklalo digunakan untuk pembangunan jalan
usaha tani, insentif guru PAUD, pemberian PMT bagi balita stunting, program ketahanan pangan,
BLT Dana Desa, serta berbagai program sosial lainnya. Program-program tersebut umumnya
mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung
dalam kehidupan sehari-hari.

Aparat desa menyatakan:
“Umumnya masyarakat positif kalau fisiknya kelihatan seperti jalan, drainase, PAUD.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di
desa dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

53



Sakau. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang.

desa. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang penting karena dapat
mendorong keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga. Kondisi ini
menyebabkan masyarakat cenderung lebih memberikan perhatian dan dukungan terhadap
pembangunan yang bersifat fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan di bidang sosial
maupun ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu memperkuat
kegiatan sosialisasi serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan agar masyarakat
memahami manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Selain itu, pemerintah desa perlu
membangun pola komunikasi publik yang lebih intensif dan menyediakan ruang dialog yang terbuka,
sehingga masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pendapat dalam setiap proses pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa usulan mereka belum selalu
direalisasikan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya sikap apatis
masyarakat terhadap kegiatan Musdes dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu,
pemerintah desa perlu membangun sistem komunikasi dua arah yang lebih efektif agar masyarakat
tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Desa Kuaklalo telah melaksanakan berbagai langkah dalam upaya meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan melalui
penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), penyediaan informasi yang transparan kepada
masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat sebagai penghubung komunikasi, serta pelaksanaan berbagai
program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan berbagai upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di
antaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, masih kuatnya budaya paternalistik,
keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana desa, serta belum
optimalnya keterlibatan warga dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan desa. Oleh
karena itu, diperlukan berbagai strategi perbaikan, seperti peningkatan literasi dan edukasi
masyarakat, penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), pembentukan budaya partisipasi yang lebih inklusif, dan peningkatan efektivitas komunikasi
publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo dapat semakin meningkat serta berjalan secara lebih efektif,
transparan, dan demokratis.

F. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Perspektif Good Governance

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi
salah satu aspek penting dalam mengukur penerapan prinsip good governance pada tingkat
pemerintahan desa. Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan
adanya peran aktif masyarakat, keterbukaan informasi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, serta transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, hasil penelitian menunjukkan
bahwa prinsip-prinsip good governance telah mulai diterapkan oleh pemerintah desa, meskipun
pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Pemerintah desa telah berupaya melibatkan
masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), menyediakan informasi terkait penggunaan
dana desa, serta melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat bagi
masyarakat. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi masih
perlu ditingkatkan agar penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan lebih efektif.
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Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih
menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi pemahaman masyarakat, budaya sosial, maupun
efektivitas komunikasi publik pemerintah desa. Jika dianalisis berdasarkan prinsip partisipasi dalam
good governance, maka Kketerlibatan masyarakat di Desa Kuaklalo sudah terlihat melalui
keikutsertaan masyarakat dalam Musdes dan pengawasan pembangunan desa secara langsung.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam forum desa. Selain
itu, masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa melalui pengamatan langsung
terhadap proyek-proyek pembangunan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut
masih berada pada tingkat yang terbatas dan belum mampu mencakup seluruh kelompok atau unsur
masyarakat secara menyeluruh. Kehadiran masyarakat dalam Musdes masih didominasi oleh tokoh
masyarakat, aparat desa, dan beberapa warga tertentu, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya
masih cenderung pasif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa
Kuaklalo belum mencapai partisipasi substantif. Masyarakat memang diberi ruang untuk hadir dan
menyampaikan pendapat, tetapi belum memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan
maupun pengawasan kebijakan desa.

Menurut UNDP (2021), partisipasi masyarakat dalam good governance harus memberikan
peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan
keputusan dan penentuan kebijakan pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks Desa
Kuaklalo, partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya tingkat
pendidikan, kesibukan ekonomi, serta budaya paternalistik yang membuat masyarakat kurang aktif
dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah desa.

Selain prinsip partisipasi, transparansi juga merupakan unsur penting dalam good governance.
Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi mengenai
pemanfaatan dana desa melalui berbagai media dan sarana komunikasi yang dapat diakses oleh
masyarakat. baliho APBDes, papan informasi desa, serta penyampaian informasi dalam Musdes.
Aparat desa menyatakan bahwa laporan penggunaan dana desa telah dipublikasikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan
keterbukaan informasi pu-blik.

Namun demikian, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan transparansi oleh
pemerintah desa masih lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan belum sepenuhnya
mampu memberikan dampak sosial yang optimal bagi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku
tidak memahami isi APBDes maupun rincian penggunaan dana desa karena informasi yang
disampaikan masih menggunakan istilah-istilah administratif yang sulit dipahami. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya mampu menciptakan pengawasan
masyarakat yang efektif. Transparansi seharusnya tidak hanya berhenti pada penyediaan informasi,
tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat memahami informasi tersebut dan
memanfaatkannya dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Selain aspek transparansi, akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan
good governance. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah melaksanakan kewajibannya
dalam menyusun laporan penggunaan dana desa serta menyampaikan pertanggungjawaban
administratif kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan
akuntabilitas yang ditujukan langsung kepada masyarakat masih belum berjalan secara maksimal.
Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memperoleh akses untuk melihat laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara langsung maupun belum dilibatkan dalam proses
evaluasi terhadap pemanfaatan dana desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pemerintah desa masih lebih
menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan dengan bentuk akuntabilitas sosial kepada
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masyarakat. Dalam perspektif good governance, akuntabilitas publik tidak hanya sebatas
penyampaian laporan kepada pihak pemerintah yang memiliki kewenangan lebih tinggi, tetapi juga
mencakup tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas publik
dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah kepada
masyarakat serta adanya kemauan untuk menerima masukan, kritik, dan evaluasi dari masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan sosial dan budaya masyarakat Desa
Kuaklalo memengaruhi penerapan prinsip good governance dalam pengawasan dana desa. Budaya
menghormati aparat desa menyebabkan masyarakat cenderung sungkan menyampaikan kritik secara
terbuka terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasa bahwa mempertanyakan penggunaan dana
desa dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Akibatnya,
masyarakat lebih memilih diam atau menyampaikan kritik secara informal melalui percakapan
sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih menjadi tantangan
dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat
secara aktif, terbuka, dan demokratis.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip good
governance di Desa Kuaklalo juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa. Sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan
belum selalu mendapatkan tindak lanjut atau diwujudkan dalam program pembangunan, sehingga
menimbulkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) maupun
terlibat dalam kegiatan pengawasan pembangunan desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum
optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan
pembangunan atau ketika suatu program pembangunan memiliki pengaruh langsung terhadap
kehidupan mereka.

Menurut Pramuktisari & Yuliatmojo (2022), keberhasilan penerapan prinsip good governance
dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas keterlibatan masyarakat, keterbukaan
informasi yang diberikan pemerintah desa, serta kemampuan pemerintah desa dalam membangun
dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
di Desa Kuaklalo telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip good governance
dalam penyelenggara terutama dalam aspek transparansi informasi serta pelibatan masyarakat dalam
Musdes. Namun, implementasi prinsip tersebut masih belum optimal karena partisipasi masyarakat
masih rendah, pengawasan masyarakat masih bersifat informal, transparansi belum sepenuhnya
dipahami oleh masyarakat, serta akuntabilitas sosial kepada masyarakat masih terbatas. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa, penguatan kapasitas
pemerintah desa dan BPD, pengembangan budaya partisipatif yang lebih terbuka, serta peningkatan
kualitas komunikasi publik agar penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana
Desa di Desa Kuaklalo dapat terlaksana secara lebih optimal dan memberikan hasil yang lebih
efektif.

G. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di
Desa Kuaklalo

Hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di
Desa Kuaklalo menunjukkan adanya berbagai implikasi penting terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan,
melibatkan masyarakat, dan bertanggung jawab. Implikasi tersebut tidak hanya berhubungan dengan
peran pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola dana desa, tetapi juga mencakup keterlibatan
masyarakat, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keberlanjutan pembangunan desa
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secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih relatif rendah dan belum terlaksana secara
maksimal. Meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui Musyawarah
Desa (Musdes) serta memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa, keterlibatan mereka
dalam proses pengawasan dan evaluasi masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembangunan desa masih memiliki kecenderungan bersifat top-down, di mana sebagian besar
keputusan dan arah pembangunan masih lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa dan
kelompok tertentu, sementara keterlibatan aktif masyarakat secara luas belum sepenuhnya terwujud.

Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya diperhatikan
dalam proses pembangunan desa. Hal tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang mengaku pernah
menyampaikan usulan pembangunan dalam Musdes tetapi belum direalisasikan hingga sekarang.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap
pembangunan desa. Masyarakat akan merasa bahwa keterlibatan mereka dalam Musdes maupun
pengawasan pembangunan desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah
desa. Menurut Yuliandari et al., (2022), rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana
desa dapat mengakibatkan berkurangnya efektivitas kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa
serta menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah desa. Selain itu, minimnya
partisipasi masyarakat juga berdampak pada lemahnya fungsi pen-gawasan sosial dalam pengelolaan
dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat di Desa
Kuaklalo masih ter-batas pada bentuk informal, yaitu melalui pemantauan langsung terhadap pe-
laksanaan pembangunan fisik. Sebagian besar masyarakat belum terlibat da-lam pengawasan aspek
administrasi maupun penggunaan anggaran desa ka-rena masih kurang memahami tata kelola dana
desa. Akibatnya, proses pen-gawasan pengelolaan dana desa lebih banyak bergantung pada
pemerintah desa dan BPD. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masya-rakat
memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap
penggunaan anggaran publik.

Ketidakoptimalan pengawasan masyarakat dapat meningkatkan peluang terjadinya
penyimpangan dalam penggunaan dana desa karena kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh
masyarakat menjadi lemah. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik
merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (Mardiasmo, 2018). Selain itu, temuan
penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi publik
menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas transparansi pengelolaan dana desa.
Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa
melalui baliho APBDes dan forum Musdes, sebagian masyarakat masih belum mampu memahami
informasi yang disampaikan secara menyeluruh.

Implikasinya, transparansi yang dilakukan pemerintah desa belum mampu meningkatkan
kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Masyarakat hanya
mengetahui pembangunan secara umum tanpa memahami rincian penggunaan anggaran dan
mekanisme pelaksanaan program desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi
administratif tanpa disertai edukasi masyarakat tidak cukup untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan desa yang partisipatif.

Budaya tersebut menyebabkan masyarakat cenderung enggan atau merasa tidak nyaman untuk
menyampaikan kritik secara langsung kepada pemerintah desa. Dampaknya, fungsi pengawasan
masyarakat terhadap pen-gelolaan dana desa belum terlaksana secara kritis, objektif, dan mandiri.
Keadaan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai paternalistik masih menjadi hambatan dalam upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang de-mokratis, transparan, dan partisipatif. Apabila
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masyarakat terus merasa enggan atau takut untuk menyampaikan kritik, maka proses evaluasi
pembangunan desa tidak akan berlangsung secara terbuka dan optimal.Menurut Fahik dan Suprojo
(2021), budaya paternalistik dapat menyebabkan masyarakat menyerahkan pengawasan sepenuhnya
kepada aparat desa dan tokoh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat umum menjadi rendah.
Selain implikasi terhadap masyarakat, hasil penelitian juga memberikan implikasi terhadap
pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga pengawasan desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan
kualitas komunikasi publik serta membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat agar
warga merasa dihargai dan didengarkan dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa juga
perlu memperkuat transparansi informasi dengan menyampaikan data penggunaan dana desa
Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah
dipahami oleh masyarakat. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan peran pengawasannya sehingga
dapat mengawasi pengelolaan dana desa secara lebih maksimal, objektif, dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, BPD masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta
kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Kondisi ini menyebabkan
fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat
berdam-pak pada lemahnya kontrol sosial, kurang efektifnya transparansi informasi, terbatasnya
akuntabilitas sosial pemerintah desa, serta belum optimalnya pe-nerapan prinsip good governance
dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat,
penguatan kapasitas BPD, pengembangan budaya partisipatif yang lebih terbuka, serta peningkatan
ko-munikasi publik pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pengawasan agar pengelolaan dana
desa dapat terlaksana secara lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
H. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penge-lolaan dana desa di Desa
Kuaklalo bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana
desa, faktor-faktor yang me-mengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta langkah-langkah yang
dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wa-wancara, dan dokumentasi,
diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa sudah ada, tetapi
belum berjalan secara maksimal. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berasal
dari faktor internal masyarakat maupun faktor eksternal yang berkaitan den-gan sistem pemerintahan
desa dan kondisi sosial setempat.

Terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, ha-sil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat telah terlibat pada beberapa tahapan pengelolaan dana desa. Keterlibatan tersebut
terutama terlihat pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) serta pengawasan
terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam Musdes, masyarakat diberi-kan kesempatan untuk
hadir dan menyampaikan usulan maupun kebutuhan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga
berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan melakukan pemantauan secara
langsung terhadap berbagai proyek yang sedang dilaksanakan di desa.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat tersebut masih bersifat terbatas dan belum
mencerminkan partisipasi aktif selurun masyarakat desa. Kehadiran masyarakat dalam Musdes masih
didominasi oleh tokoh masyarakat dan aparat desa, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya
masih cenderung pasif. Selain itu, pengawasan masyarakat masih lebih banyak dilakukan secara
informal melalui pengamatan langsung dan kritik sosial dibandingkan pengawasan administratif
terhadap penggunaan anggaran desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan
dana desa di Desa Kuaklalo masih berada pada kategori partisipasi pasif dan belum mencapai tingkat
partisipasi yang substantif. Dengan demikian, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini dapat
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dijawab bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa diwujudkan melalui
keikutsertaan dalam Musyawarah Desa (Musdes), pemantauan langsung terhadap pelaksanaan
pembangunan desa, serta penyampaian Kkritik dan usulan kepada pemerintah desa. Namun, bentuk
partisipasi tersebut masih belum terlaksana secara optimal.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, hasil penelitian
mengungkapkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman
masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, tuntutan aktivitas ekonomi yang menyita waktu
masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, terbatasnya pemahaman terhadap informasi publik,
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta masih terbatasnya
kapasitas kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengakibatkan sebagian warga
mengalami kesulitan dalam memahami APBDes maupun mekanisme pengelolaan dana desa.
Akibatnya, pengawasan yang dilakukan masyarakat cenderung hanya berfokus pada hasil
pembangunan fisik dan belum mencakup aspek administrasi maupun penggunaan anggaran secara
menyeluruh.

Selain itu, kesibukan ekonomi masyarakat juga menyebabkan sebagian masyarakat jarang
mengikuti Musdes maupun kegiatan pengawasan desa karena lebih fokus pada aktivitas ekonomi
sehari-hari. Budaya paternalistik dalam masyarakat desa juga menyebabkan masyarakat merasa
sungkan menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa sehingga pengawasan masyarakat belum
berjalan secara kritis dan terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari
masyarakat itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang diterapkan pemerintah
desa, kondisi sosial budaya masyarakat, serta tingkat transparansi dalam penyampaian informasi
publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Fahik dan Suprojo (2018) yang menyatakan
bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa dipengaruhi oleh budaya
paternalistik, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai
pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, rumusan masalah kedua dalam penelitian ini dapat
dijawab bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa
Kuaklalo disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat,
budaya sosial, transparansi informasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,
serta kapasitas kelembagaan yang menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa.

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan
yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Penelitian ini mampu menggambarkan bentuk-bentuk
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan
pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana desa.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai
langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan Musyawarah
Desa (Musdes), penyediaan informasi publik, pelibatan tokoh masyarakat dalam proses
pembangunan, serta pelaksanaan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara
langsung oleh warga. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi sejumlah
hambatan sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa belum dapat
terlaksana secara optimal.

Jika ditinjau dari perspektif good governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
dana desa di Desa Kuaklalo telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
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yang baik, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah
berupaya mewujudkan transparansi dengan menyediakan informasi terkait penggunaan dana desa
serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui Musyawarah Desa
(Musdes). Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena
tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah, pengawasan yang dilakukan masyarakat masih
bersifat informal, dan akuntabilitas sosial kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan dana desa memerlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan
pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai tata kelola dana desa. Selain itu, pemerintah desa
perlu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan inklusif agar masyarakat merasa
dilibatkan, dihargai, dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan desa. Di sisi lain, BPD
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya
sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif, profesional, dan independen.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengawasan
pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah desa, tetapi juga sangat
bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial
dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pengelolaan dana desa menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip good
governance.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan

dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di De-sa Kuaklalo telah
terlaksana, namun masih belum berjalan secara ma-ksimal.
Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam ber-bagai kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan dana desa, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Namun, keter-libatan masyarakat dalam fungsi pengawasan masih terbatas sehingga peran
masyarakat sebagai pengawas sosial belum terlaksana secara op-timal. Musyawarah Desa
(Musdes), penyampaian usulan pembangunan, serta pengawasan terhadap pembangunan fisik
desa. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat melalui kehadiran masyarakat dalam Musdes, pen-
gamatan langsung terhadap proyek pembangunan, penyampaian kritik dan saran kepada
pemerintah desa, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan BPD dalam pengawasan dana desa.
Namun, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat pasif dan belum mencakup keterlibatan
aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam Mus-yawarah Desa
(Musdes) masih lebih banyak didominasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, sementara
sebagian warga lainnya be-lum menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam proses pengawasan
pengelolaan dana desa.

2. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih dila-kukan secara informal dan
belum berjalan secara optimal.
Masyarakat umumnya melakukan pengawasan melalui pengamatan langsung terhadap
pembangunan desa dan penyampaian kritik secara in-formal apabila ditemukan masalah dalam
pembangunan. Pengawasan masyarakat lebih banyak terfokus pada hasil pembangunan fisik
diban-dingkan pengawasan terhadap administrasi dan penggunaan anggaran dana desa. Selain
itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk meminta informasi dan
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengawasan publik belum
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berjalan se-cara efektif.

. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisi-pasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan dana desa diDesaKua-klalo.

Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat
terkait tata kelola dana desa, kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, adanya
budaya pa-ternalistik yang membuat sebagian masyarakat merasa enggan untuk menyampaikan
kritik atau masukan kepada pemerintah desa, keterbata-san pemahaman terhadap informasi
publik, rendahnya tingkat keperca-yaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta masih
terbatasnya ke-mampuan kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan dana desa.

. Pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa, penyediaan informasi publik
melalui baliho APBDes dan papan informasi desa, pelibatan tokoh masyarakat, serta pelaksanaan
program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Na-mun demikian,
upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkat-kan keterlibatan aktif masyarakat dalam
pengawasan dana desa karena masih adanya berbagai hambatan baik dari faktor masyarakat
maupun sistem komunikasi pemerintah desa.

. Pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah menunjukkan upaya penerapan prinsip-prinsip
good governance, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu
ditingkatkan agar dapat berjalan secara lebih optimal.

Prinsip transparansi telah tercermin melalui penyediaan informasi penggunaan dana desa kepada
masyarakat, sedangkan prinsip partisipasi terlihat dari pelaksanaan Musdes serta keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan desa. Namun demikian, penerapan prinsip good governance
masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pengawasan yang
masih bersifat informal, serta belum optimalnya akuntabilitas sosial pemerintah desa kepada
masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan beberapa

rekomendasi atau saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Desa Kuaklalo

Pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta kualitas
komunikasi publik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Penyampaian informasi
mengenai penggunaan dana desa perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan
mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat kegiatan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak serta peran mereka dalam melakukan
pengawasan dana desa, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mengawasi proses
pembangunan desa.

Bagi Masyarakat Desa Kuaklalo

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pengawasan
pengelolaan dana desa. Masyarakat perlu lebih aktif mengikuti Musyawarah Desa,
menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, serta ikut melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan desa agar penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai kebutuhan
masyarakat.

Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD diharapkan dapat memperkuat perannya dalam melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dana desa serta meningkatkan hubungan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu,
perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota BPD terkait mekanisme
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pengawasan keuangan desa agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih
optimal, efektif, dan sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan dana desa dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas serta
menerapkan metode atau pendekatan penelitian yang lebih mendalam. Hal tersebut diharapkan
dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan
pengelolaan dana desa pada tingkat pemerintahan desa.
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